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KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/226/KUM/2026 
TENTANG 

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA SISWA TIDAK 
MAMPU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN 

HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan 
pemerataan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak 
mampu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu 

diberikan bantuan beasiswa pendidikan; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa Pendidikan 

kepada Siswa Tidak Mampu pada Pendidikan Anak Usia 
Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5157); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem 

Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Kemudahan, dan 
Keikutsertaan pada Promosi Dagang dalam rangka 

Kegiatan Pencitraan Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 324); 

15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang 
Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan 
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 

Nomor 1079); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11); 
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19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 
2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2026 Nomor 15); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : 

KESATU : Penerima Beasiswa Pendidikan kepada Siswa Tidak Mampu 
pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

Anggaran 2026. 
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 22 Juni 2026  
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

   ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 



 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/226/KUM/2026 

TENTANG 
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA 
SISWA TIDAK MAMPU PADA PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI DI KABUPATEN HULU 
SUNGAI SELATAN TAHUN 2026 

 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

NO NAMA 
NAMA 

LEMBAGA 
KECAMATAN 

JUMLAH 
BEASISWA 

1 
Abdul Hakim 

 
Taman Kanak-

Kanak Al Husna 
Daha Barat Rp2.000.000,00 

2 
Ahmad Asim 

Asy'ari 
TK Al Islam 

Daha 

Selatan 
Rp2.000.000,00 

3 
Mikaila Anggun 
Lestari 

TK Ananda 
Padang 
Batung 

Rp2.000.000,00 

4 
Tanisha Devika 
Almahyra 

TK Anggrek Kandangan Rp2.000.000,00 

5 
Muhammad 

Adam Rizky 

TK Berkat 

Mufakat 
Angkinang Rp2.000.000,00 

6 
Muhammad 
Khalilur 

Rahman 

TK Budi Mulia Daha Utara Rp2.000.000,00 

7 
Muhammad 
Ihsan Maulidi 

TK Harapan Simpur Rp2.000.000,00 

8 
Ahmad Zainal 
Ilmi 

TK Idhata Kandangan Rp2.000.000,00 

9 
Davina Nor 

Latifah 
TK Kasih Sayang Kandangan Rp2.000.000,00 

10 Khadijah TK Mekar Subur 
Daha 

Selatan 
Rp2.000.000,00 

11 Faqih Fairuza TK Melati 
Padang 
Batung 

Rp2.000.000,00 

12 Khairun Nisa TK Anak Bangsa 
Padang 

Batung 
Rp2.000.000,00 

13 Nor Jannah TK Mustika Budi 
Telaga 

Langsat 
Rp2.000.000,00 

14 
Muhammad 
Akbar 

TK Negeri 2 
Daha Utara 

Daha Utara Rp2.000.000,00 

15 
Muhammad 

Ridwan 

TK Negeri 2 

Telaga Langsat 

Telaga 

Langsat 
Rp2.000.000,00 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 

DAFTAR PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA SISWA TIDAK MAMPU 

PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 


